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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat :

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentusn Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan iRencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1956 Nomor 58
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang B-'sih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lein aran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75 da:. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38°¢ 1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2303 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2003
nomor 47, Tambahan Lembaran Negira Republik Indonesia
Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NYomor 4421);




10.

11

12,
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Undang-Undang Nomor 33 Tawun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ra Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Taaun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negar-a Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasicnal Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700y

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 437 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapsz kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Car: Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negaia Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor );

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menc-ngah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2017-2022 (Lembararn <Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018 Nomor 5);



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAIHUN
2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal:ud dengan:

L

Rencana Kerja Pemerintah Daerah <Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2020 yang selanjutnya dischut RKPK Tahun 2020
adalah Dokumen Perencanaan ‘’embangunan Daerah
Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1(satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daeah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintanan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Perangkat Daerah adalah unsur »jembantu Bupat: dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupa en Aceh Utara alam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan [ aerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur pereicana penyelenggaraan

pemerintahan yang melaksar akan tugas dan
mengoordinasikan, mensiergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan. pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pemb: ngunan daerah.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah (okumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang selanjutnya disebu: KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Kabupaten untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Kabupaten.

Pasal .2

(I) RKPK Tahun 2020 adalah doumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupatern Aceh Utara untuk
periode 1(satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang di mulai pada
tanggal 1 Januari dan berakhir 31 De sember 2020.
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(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BABI pendahuluan;

o

.BAB Il gambaran umum kondisi caerah;

. BABIIl kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

.BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
BAB V rencana kerja dan pendanaan daerah;

BAB VI kenerja penyelenggraan pemerintah daerah; dan
. BAB VII penutup;

m om0 a0

(3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana ciinaksud dalam Pasal 2

menjadi pedoman :

a. bagi Satuan Kerja Perangkat Kalt upaten (SKPK) d:lam
Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja SKPK) Tahun
2020;

b. dalam penyusunan dan evaluasi rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan c:n Belanja Kabupaten
(APBK) Tahun 2020 termasu!: Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Beleénja Kabupaten (KU-
APBK) dan Prioritas Plafon Angg: an Sementara (PI’AS-
APBK) Tahun Anggaran 2020 saa pembahasan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Kab ipaten (DPRK) /Aceh
Utara dan SKPK dan pembaha:sa1 Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPK.
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Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Juli 2019 M
8 Dzulgaidah 1440 H

%BUPATI ACEH UTARA,
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H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Juli 2019 M
8 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
PATEN ACEH UTARA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30
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